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                                          PUTUSAN

                      NOMOR : 1814/Pdt.G/2021/PA.PBR

                                     

   DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

               Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara cerai talak pada

tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara : 

 PENGGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS,

Tempat tinggal di Kota Pekanbaru No. Hp.  081275544486,

sebagai Penggugat ;                              

                                                             melawan        
 TERGUGAT, Umur  43 tahun,  Agama Islam,  Pendidikan S1,  Pekerjaan Polri,

Tempat tinggal di  Kota Pekanbaru No. Hp. 08117072002/

081261117085, sebagai Tergugat ;                           

      Pengadilan Agama tersebut ;

      Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

      Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

                                                  DUDUK PERKARA

 Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19

Oktober  2021  dan  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Pekanbaru  di  bawah  register  Nomor  :  1814/Pdt.G/2021/PA.PBR  tanggal  21

Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-

dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :   

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 telah dilangsungkan perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan

sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama Islam.  Perkawinan  tersebut  telah

dicatatkan di  Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai,

Kota  Pekanbaru,  sebagaimana  tercatat  dalam  Akta Nikah  No

XXXX/26/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008;
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2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

kediaman bersama di Kota Pekanbaru;

4. Bahwa  selama  masa  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang

masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II

DAN III) ;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga

dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2016,Tergugat diketahui

telah menikah siri dengan wanita lain,  namun telah diselesaikan dan

didamaikan oleh kedua belah pihak  keluarga Penggugat dan Tergugat,

kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah

kembali setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus sejak  bulan  November  tahun  2020

sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

a. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;

b. Tergugat tidak mau masuk kantor (Polda Riau) dengan alasan yang

tidak jelas ;

c. Tergugat ingin berhenti sebagai Polisi namun tidak ada rencana ingin

bekerja apa setelah berhenti  dariPolisi ;

d. Tergugat tidak mau menemui orang tua dan keluarganya ;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada  bulan Januari  tahun  2021 antara Penggugat dan  Tergugat dimana

Papa  Penggugat menemukan  Bong  (alat pakai sabu)  di  kamar,  Papa

Penggugat sudah meminta Tergugat untuk berhenti menggunakan sabu

namun jawaban Tergugat  “Maaf  Pa,  untuk saat ini Iwan tidak bias

berhenti”.Sehingga sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah dan

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan suami

istri;
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7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut  rumah tangga yang dihadapi,

Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

dan  Tergugat  untuk  mencari  penyelesaian  dan  demi  menyelamatkan

perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang  diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  untuk  membentuk  suatu  rumah

tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah sebagaimana  maksud  dan

tujuan  dari  suatu  perkawinan,  sehingga  lebih  baik  diputus  karena

perceraian;

9.  Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai

ini dikabulkan;

10.  Bahwa  Penggugat  adalah  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  sudah

mendapatkan  izin  Perceraian  dari  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah

Provinsi  Riau, yang  tertera dalam Surat  Keputusan  Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Nomor: Kpts. 879/BKD/5.2/X/2021/799

Tahun  2021  tentang  pemberian  perceraian  izin  a.n.  Ayura Frimayona

Chaniago, S.Kep,  yang isinya memutuskan :

Memberikan Izin Kepada :

Nama : PENGGUGAT .

NIP : 19860612 200904 2 001

Pangkat/Gol. : Penata/ III.c

Tempat / Tgl Lahir : Langsa/ 12 Juni 1986

Jabatan : Adminkes Muda Bidang SDK

Agama : Islam

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

Nama : TERGUGAT.

Agama : Islam
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Pekerjaan : Polri

Ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 13 Oktober 2021 (ditanda tangani

oleh  Ikhwan  Ridwan,  SH,  M.Si,  Kepala  Badan  Kepegawaian  Daerah

Provinsi Riau);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

 Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas,  maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan,  kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa

dan diadili, selanjutnya  memberikanputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap

Penggugat ( PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis  hakim  berpendapat  lain  mohon putusan  yang  seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

    Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  hadir  di

persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak

menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dangan

resmi  dan  patut,  seabagaimana  sesuai  relas  panggilan  Nomor

1814/Pdt.G/2021/PA.PBR. tanggal 22 Oktober 2021 dan tanggal 05 Nopember

2021 ;

               Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak

datang menghadap di persidangan ;

                Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya

mendamaikan  dengan  memberikan  nasehat  dan  pandangan  kepada

Penggugat,  agar mau bersabar dan menghubungi  lagi  Tergugat untuk rukun

dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis

akan  tetapi  tidak  berhasil,  maka  selanjutnya  dibacakanlah  surat  gugatan
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Penggugat  tersebut  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum,  yang  isinya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat ;

                Bahwa, Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin dari atasannya

dengan No. Kpts.879/BKD/5.2/X/2021/799 TANGGAL 13 Oktober 2021;

               Bahwa Terggat  sebagai  anggota Polisi,  namun dengan dengan

keluarnya  nota  dinas  No.  B/ND-273/XI/REN.4.1.1/2021/Yanma  tanggal  2

Nopember  2021,  yang  menerangkan  bahwa  personel  an.  Kompol  Iwan

Lesmana Riza, SH,NRP78091199 pada saat ini sudah tidak aktif lagi berdinas

di Satker Yanma dengan alasan sakit dan dilakukan penghentian gajinya sejak

atau mulai Juli 2021 ;

            Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor :

No. 628/26/VIII/2008 tertanggal 8 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Marpoyang  Damai,  Kota  Pekanbaru,  telah

dinazegelend  oleh  Pejabat  Pos serta  telah  dicocokkan dengan aslinya  oleh

majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P.;

             Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2

(dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1.  SAKSI 1, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan pensiunan

polisi,  Tempat  tinggal  di  Kota  Pekanbaru, dibawah  sumpahnya  telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;  

 -  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena  saksi adalah

ayah kandung Penggugat ; 

      - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

telah dikaruniai seorang anak ; 

 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran disebabkan Tergugat Tidak sering keluar rumah dan Tergugat

menggunakan obat obat terlarang ;
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- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat

kediaman bersama sampai perkara ini  disidangkan  kurang lebih  10 bulan

lamanya;   
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

lagi  komunikasi  diantara  mereka  dan  tidak  saling  menjalankan  hak  dan

kewajibannya sebagai suami isteri ;

    - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan

kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam

membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;    

      - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

lagi komunikasi diantara mereka ;

 -  Bahwa saksi  sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada

Penggugat agar   mau rukun kembali secara baik dengan Tergugat, namun

tidak berhasil ; 

  2. SAKSI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta,

Tempat  tinggal  di  Kota  Pekanbaru, dibawah sumpahnya  telah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah

adik kandung Penggugat ; 

 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri

yang sah namun sekarang telah bercerai menurut hukum ;    

 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran disebabkan  Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan tidak

jelas, Tergugat  menggunakan  obat  obat  terlarang  dan  Tergugat  pernah

berkata anak tersebut bukan anak Tergugat ;

   - Bahwa  akibat  perbuatan  Tergugat  tersebut  sehingga  mereka  berpisah

tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan  kurang lebih  10

bulan lamanya;   

       - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

lagi komunikasi diantara mereka ;
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    - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan

kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam

membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ; 

               Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat

menyatakan tidak  keberatan ;

               Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu

apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

               Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk

kepada  segala  sesuatu  sebagaimana  termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang

perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

                                 PERTIMBANGAN HUKUM
               Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut diatas; 
                      Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA

No.  1  tahun  2016 tidak  dapat  dilakukan  karena  Tergugat  tidak  datang

menghadap persidangan;  

              Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan

Perundang-undangan  yang  diatur  pada  pasal  82  Undang  Undang Nomor  7

tahun 1989 yang telah diubah dengan  Undang Undang Nomor 3 tahun 2006

serta  Undang  Undang Nomor  50  tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,

walaupun  Tergugat  tidak  hadir  namun  majelis  hakim  tetap  berusaha

mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat

agar  mau bersabar  dan menghubungi  lagi  Tergugat  untuk  rukun dan damai

kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi

tidak berhasil ; 

                 Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin dari

atasannya  dengan  No.  Kpts.879/BKD/5.2/X/2021/799  Tanggal  13  Oktober

2021;

                 Menimbang, bahwa Terggat sebagai anggota Polisi, namun dengan

keluarnya  nota  dinas  No.  B/ND-273/XI/REN.4.1.1/2021/Yanma  tanggal  2
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Nopember  2021,  yang  menerangkan  bahwa  personel  an.  Kompol  Iwan

Lesmana Riza, SH,NRP78091199 pada saat ini sudah tidak aktif lagi berdinas

di Satker Yanma dengan alasan sakit dan dilakukan penghentian gajinya sejak

atau  mulai  Juli  2021,  maka  menurut  Majelis  Hakim  tidak  perlu  lagi  ada

keterangan dari atasan atau komandannya ;        

                         Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat

dipersidangan,  telah  terbukti  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum

pernah bercerai menurut hukum ;

                    Menimbang, bahwa pada hari  sidang yang telah ditetapkan

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan

yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia

telah  dipanggil  dangan  resmi  dan  patut  sesuai  relas  panggilan  Nomor  :

1814/Pdt.G/2021/PA.PBR.  tanggal  tanggal  22  Oktober  2021 dan tanggal  05

Nopember 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di

dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149

R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur’an halaman 405

yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

له              حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

         Maksudanya : “Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam

didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak

memenuhi  panggilan  itu,  maka  dia  termasuk  orang

dzalim dan telah gugur haknya ”.

              Menimbang, bahwa  yang  menjadi alasan  pokok  Penggugat

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat

mengkonsumsi narkoba jenis sabu,  Tergugat tidak mau masuk kantor (Polda

Riau) dengan alasan yang tidak jelas,  Tergugat ingin berhenti sebagai Polisi

namun tidak ada rencana ingin bekerja apa setelah berhenti dari PolisiTergugat

tidak mau menemui orang tua dan keluarganya dan puncak dari pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari  tahun 2021 antara
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Penggugat dan  Tergugat dimana  Papa  Penggugat menemukan  Bong  (alat

pakai sabu) di kamar ;

              Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga

mereka berpisah tempat  kediaman bersama sampai  perkara  ini  disidangkan

kurang lebih 10 bulan  lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara

mereka,  maka  berdasarkan  keterangan  Penggugat  serta  keterangan  saksi-

saksi  dipersidangan,  apa  yang  dinyatakan  oleh  Penggugat  tersebut  dapat

dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 19 huruf

(f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI (Kimpilasi Hukum Islam);

               Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah

menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi,  dibawah  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan  yang  saling  bersesuaian  satu  sama  lain,  kesaksian  mana  telah

meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah

menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

     - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan

telah  dikaruniai seorang anak ;

    - Bahwa benar memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;   

    - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran  disebabkan  Tergugat  disebabkan Tergugat  mengkonsumsi

narkoba jenis sabu, Tergugat sering keluar rumah dengan alasan yang tidak

jelas,  Tergugat  pernah  berkata  anak  dari  Penggugat  tersebut  bukan  anak

Tergugat ;

  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat

kediaman bersama sampai  perkara  ini  disidangkan sudah lebih kurang  1o

bulan lamanya ;   

- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan

kewajibannya sebagai suami isteri ;
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     - Bahwa  benar  pihak  keluarga sudah  pernah  memberikan  nasehat  dan

pandangan kepada Penggugat dan Tergugat  agar  tetap rukun dan damai

kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil

                 Menimbang,  bahwa akibat  sikap Tergugat  tersebut,  yang

menyebabkan Penggugat  menderita  lahir  batin  dan Penggugat  sangat  benci

atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan

damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir

bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur’an

surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis

Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

              Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum

Islam  dalam  kitab  Bughiyatul  Mutarsyidin  halaman  223  yang  diambil  alih

sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

طلقة             ضي القا عليه للق ط لزوجها لزوجة ال رغبة م عد لد اشت اذا                    و

Maksudnya : dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya 

disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 

(satu)”.

               Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas,  Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan

Penggugat  telah patut  dikabulkan dengan verstek  sesuai  dengan pasal  149

R.Bg ayat (1) ;

        Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai

sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi  adalah talak

satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

               Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka sesuai  ketentuan yang diatur pada pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang

Nomor 7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3
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Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;     

                   Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

                                                               MENGADILI
1.  Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  datang

menghadap kepersidangan tidak hadir ;   

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;   

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat (Iwan Lesmana Rizabin

Syafril Riza) Terhadap Penggugat (Ayura Frima Yona Chaniago binti Jhon

Efif Elbezri);                         
              4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;         

             Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim  pada  hari  Kamis  tanggal  11  Nopember  2021  M,  bertepatan  dengan

tanggal 06 Rabiul Akhir  1443 H oleh kami Drs. H. Mukhtar, SH.,MH sebagai

Ketua  Majelis dan Drs.  Abd.  Rahman,  MH  dan Dra.  Hj.  Misnah,  SH.,MH

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  mana  pada  hari  itu  juga

dibacakan  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dihadiri  oleh  para  Hakim  Anggota

dibantu  Zuriati, S.Ag  sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka

untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;     

        
                                                            Ketua Majelis          

                                                      
                                                                          

                                  Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

       Hakim Anggota                                     Hakim Anggota   
                                                                                                   

           Drs. Abd. Rahman, MH                   Dra. Hj. MISNAH, SH.,MH      
                                                  Panitera Pengganti                                              

                                                           
                                                      ZURIATI, S.Ag  

  Perincian Biaya Perkara :
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  1. Biaya Pendaftaran  Rp.     30.000,-
  2. Biaya Proses             Rp.     50.000,-
  3. Biaya Panggilan             Rp.   150.000,-
  4. Biaya PNBPi            Rp.      20.000,
  5. Biaya Redaksi            Rp.      10.000,-
  6. Biaya Meterai               Rp.          10.000,-

                 J u m l a h                      Rp.   270.000.- (lima ratus lima puluh lima ribu
                                                                                 rupiah) ;         
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